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ABSTRAK

Pemungutan suara dalam Pilkada merupakan sarana pelaksanaan
kedaulatan rakyat yang harus dilaksanakan berdasarkan prinsip langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur, dan adil. Namun, dalam prakteknya pelaksanaan pemungutan
suara dapat terganggu oleh keadaan tertentu, salah satunya bencana banjir. Kondisi
tersebut terjadi dalam Pilkada Deli Serdang, ketika sejumlah TPS terdampak banjir
sehingga pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal. Keadaan ini
menimbulkan persoalan hukum mengenai dasar pengaturan, pelaksanaan, dan
keabsahan pemungutan suara susulan yang dilakukan oleh KPU Deli Serdang.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai
pemungutan suara susulan pada Pilkada akibat bencana banjir, menganalisis
pelaksanaan pemungutan suara susulan pada Pilkada Deli Serdang akibat bencana
banjir, serta menganalisis keabsahan hukum pemungutan suara susulan pada
Pilkada Deli Serdang akibat bencana banjir. Dengan tujuan tersebut, penelitian ini
diarahkan untuk menjelaskan hubungan antara ketentuan hukum pemilihan,
tindakan administratif KPU, dan perlindungan hak pilih masyarakat dalam keadaan
bencana.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris
dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data
penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-
undangan, buku, jurnal, dan dokumen hukum yang relevan, serta didukung data
lapangan melalui wawancara dengan Ketua KPU Deli Serdang pada tanggal 29 Mei
2026. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk
menggambarkan kesesuaian antara norma hukum dan pelaksanaan pemungutan
suara susulan di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemungutan suara susulan akibat
bencana banjir memiliki dasar hukum dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan, khususnya peraturan KPU yang mengatur pemungutan suara lanjutan
dan susulan akibat bencana alam atau gangguan lainnya. Pelaksanaan pemungutan
suara susulan pada Pilkada Deli Serdang dilakukan sebagai respons terhadap
kondisi banjir yang menghambat pemilih dan penyelenggara dalam melaksanakan
pemungutan suara. Keabsahan hukumnya ditentukan oleh terpenuhinya dasar
hukum, kewenangan KPU, prosedur penetapan, batas waktu pelaksanaan,
pengawasan, serta dokumentasi administrasi. Dengan demikian, pemungutan suara
susulan akibat banjir dapat dinyatakan sah secara hukum sepanjang dilaksanakan
sesuai prosedur dan menjadi mekanisme untuk melindungi hak pilih masyarakat
serta menjaga legitimasi hasil Pilkada.
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ABSTRACT

Voting in regional executive elections (Pilkada) represents a vital
instrument of popular sovereignty that must adhere strictly to the principles of
direct, general, free, confidential, honest, and fair elections. In practice, however,
voting procedures may be disrupted by force majeure events, such as natural
flooding. This occurred during the Deliserdang Regional Election, where severe
flooding inundated multiple polling stations (TPS), rendering scheduled voting
impossible. This situation created legal uncertainty regarding the regulatory basis,
procedural implementation, and ultimate legal validity of the supplementary voting
(pemungutan suara susulan) conducted by the Deliserdang General Elections
Commission (KPU).

This study aims to analyze three key dimensions: (1) the statutory
framework governing flood-induced supplementary voting; (2) the practical
execution of supplementary voting in Deliserdang Regency, and (3) the legal
validity of the supplementary poll. The study clarifies the interplay between
electoral legislation, administrative actions by election organizers, and the
protection of constitutional franchise rights during natural disasters.

Utilizing an empirical legal research design combining statutory and
conceptual approaches, data were gathered through extensive legal document
analysis and backed by empirical field data obtained via an in-depth interview with
the Chairman of the Deliserdang KPU on May 29, 2026. Qualitative data analysis
was conducted to evaluate alignment between normative standards and field
implementation. Findings demonstrate that supplementary voting triggered by
flooding is firmly grounded in statutory electoral laws and KPU regulations
governing postponed and continued balloting during force majeure.

The legal validity of the supplementary vote in Deliserdang was affirmed
through full compliance with legal authorization, administrative jurisdiction,
prescribed procedural timelines, oversight protocols, and official documentation.
Consequently, supplementary voting conducted under force majeure conditions is
legally valid, functioning as an essential legal mechanism to safeguard the

y democratic franchise and preserve electoral legitimacy.
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